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Kata Pengantar

Tahun2025 merupakan penjabaran tahun pertama
dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat
Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem (KSDAE)2025-2029. Direktorat Jenderal
KSDAEmerupakan unsur pelaksana di lingkungan
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia yang
bertugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya,
untuk mendukung pelaksanaan tugasnya
Direktorat Jenderal KSDAEmemiliki 26 unit Balai
Besar dan Balai KoservasiSumber Daya Alam dan
48 unit Balai Besar dan Balai TamanNasional yang
tersebar di Indonesia. Direktorat Jenderal KSDAE
hadir untuk memastikan setiap jengkal kawasan
konservasi dan setiap makhluk yang hidup di
dalamnya tetap terpelihara demi masa depan yang
berkelanjutan. Hutan Indonesia adalah kekayaan
yang seharusnya dilestarikan dan dijaga. Karena
begitu banyaknya keanekaragaman hayati, flora
dan fauna yanghidup pada hutan-hutan Indonesia.
Keanekaragamanhayati adalah ragam kehidupan
di bumi pada semua tingkatan, yang mencakup
ragam genetik dalam spesies, ragam spesies itu
sendiri, dan ragam ekosistem yang mereka bentuk
bersama kondisi lingkungannya.
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Dalam rencana strategis 2025- 2029 sasaran
program Direktorat Jenderal KSDAEterdiri dari 1)
meningkatnya pengelolaan konservasi sumber
daya alam dan ekosistem di KawasanSuaka Alam
(KSA),KawasanPelestarianAlam (KPA),dan Taman
Buru (TB)serta pembinaan areal preservasi dalam
mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan
pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan
keanekaragaman hayati, 2) meningkatnya
pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan
melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam
dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah
penyangga, dan 3) meningkatnya produk barang
dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam
dan ekosistem. Ketiga sasaran program tersebut
diukur menggunakan lima indikator kinerja
program. Pencapaian target-target sasaran
programtersebut telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja antara Direktur Jenderal KSDAE dengan
Menteri Kehutanan.
Capaian-capaian kinerja Direktorat JenderalKSDAE
tahun 2025 tidak lepas dari spirit kepedulian,
keberpihakan, kepeloporan, konsistensi
kepemimpinan yang terus mendorong untuk
menjadi

Kekayaanhayati yangkompleks ini penting sebagai
penyokong biosfer yang sehat dimana seluruh
mahluk hidup berada, yang menyediakan layanan
krusial seperti udara bersih, air, makanan, dan
obat-obatan, serta mendukung stabilitas dan
fungsi bumi, termasuk kesejahteraan manusia.
Keanekaragaman hayati tersebut, sebagai
kekayaanbangsa Indonesia, harus dikelola dengan
pendekatan dan kerangka kerja yang bisa
menjamin keberlanjutannya, yaitu konservasi
keanekaragaman hayati yang bertujuan untuk: (1)
memelihara proses ekologis penting dan sistem
penyangga kehidupan; (2) mempertahankan
keanekaragamangenetik; serta (3) memanfaatkan
secara lestari spesies dan ekosistem. Tujuan
konservasi tersebut telah diadaptasikan ke dalam
berbagai rencana pembangunan, baik di tingkat
global maupun pada tataran nasional. Pada level
nasional, upaya konservasi telah diatur dalam
RPJPN2025-2045, RPJMN2025-2029, Indonesian
Biodiversity Strategic and Action Plan 2025-2045
(IBSAP), serta Rencana Strategis Kementerian
Kehutanan2025-2029.
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semangat dalam menempatkan
masyarakat sekitar atau di dalam
kawasan konservasi sebagai subjek
dalam mengelola kawasan konservasi.
Upaya konservasi sumber daya alam dan
ekosistem akan terus berlanjut untuk
mewujudkan tujuan dan sasaranstrategis
Direktorat Jenderal KSDAEtahun 2025-
2029.
Ucapan terima kasih kami sampaikan
kepada seluruh pegawaiDirektur Jenderal
KSDAE dan seluruh pihak yang telah
berperan dalam upayakonservasisumber
dayaalam dan ekosistem.

Jakarta, Januari2026
Direktur JenderalKSDAE,

Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut,.
M.Sc.
NIP. 197108091995121 001
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Dokumentasi rapat pimpinan pada tanggal22 September 2025 di Jakarta
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Januari

Pelantikan 11 Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya 
(EselonI) untuk mengisi
struktur organisasibaru
Kementerian Kehutanan
pada 6 Januari 2025. 
Pelantikan ini merupakan
langkahpenataan birokrasi
setelah pemisahan
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan(KLHK) 
di era KabinetMerah Putih

Pelantikan ini bertujuan untuk
mempercepat kerja kementerian
dalam menjagahutan Indonesia 
sesuai arahan PresidenPrabowo 
Subianto.
Dirjen Konservasi Sumber Daya 
Alam & Ekosistem (KSDAE), 
SatyawanPudyatmoko

Februari

MendampingiMenteri Kehutanan
pada acara pembukaan Aviary pada 
24 Februari2025

Maret

26 Maret 2025 
Kunker ke

Probolinggodalam 
rangka supervisi 

peninjauan kawasan 
Taman Nasional 
Bromo Tengger 

Semeru, Provinsi 
Jawa Timur.

18 Juli 2025 - pendampingan
KunjunganKerjaSpesifik
Komisi IV DPR RI di Provinsi
Sumatera Selatan, dalam
rangkapeninjauan fasilitas
perizinan berusaha sarana
wisata alam dan potensi
pengembanganTaman 
Wisata Alam Punti Kayu

Juli

Agustus

25 Agustus 2025 - RapatFGD KoordinasiPenanganan
GangguanMonyetEkorPanjang serta kunjunganke
kawasanBalai KSDA Yogyakarta

September

2 September 2025 - dalam rangkamenghadiri Penandatanganan
PKS dan Soft Launching Pembangunan Gedung Pusat ART dan 

Biobank di KampusIPB DramagaBogor, JawaBarat

K a l e i d o s k o p
2 0 2 5
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April Mei Juni

23 Juni 2025 serah Terimapusat persemaian mentawir

20 Juni 2025 pendampingankunker DPR dalam rangka
KunjunganKerjaReses Komisi IV DPR RI ke Provinsi
Sumatera Barat gunameninjau Taman Margasatwa

dan BudayaKinantanKebunBinatang Kota Bukittinggi.

30 april 2025 
Kunjungandan 
Rapatdi kantor
WWF

9-11 Mei 2025Kunker
ke kamojangdalam 
rangka 
pendampingan 
kunjungan kerja 
Menteri Kehutanan 
Republik Indonesia ke 
Kabupaten Garut,  
Provinsi Jawa Barat

Oktober

29 oktober 2025 -
Monitoring dan 
evaluasi kegiatan
patroli terpadu
peredaran
tumbuhan satwa
liar dilindungi di 
Jayapura, Provinsi
Papua

November

1 November 2025 - Pendampingankunjungankerja Wakil Menteri 
KehutananRepublik Indonesia ke Kawasan Taman Nasional TessoNilo
dalam rangkakegiatansimbolis penanaman sebagaibagiandari program 
љRelokasiSawitPenggantidan Pemulihan EkosistemBersama 
~ċƚǃċƖċťċƣњЯШĬŔШìŔũċǃċőШDesaBagan Limau, KabupatenPelalawan, 
ProvinsiRiau

Desember
20 Desember2025 -

Persiapandan 
pelaksanaan

kegiatanlaunching 
relokasi kebun sawit

masyarakat dari
Kawasan Taman 

Nasional TessoNilo
di Wilayah Desa

Bagan Limau, 
ProvinsiRiau

d o s k o p
2 0 2 5



Ikhtisar Eksekutif

A. Ringkasan capaian kinerja: sasaran, 
indikator, target, realisasi, persentase 
realisasi 

Tahun 2025 merupakan tahun transisi sekaligus
dimulainya implementasi Rencana Strategis
(Renstra) KSDAE2025т2029 dengan fokus utama
pada penguatan fungsi ekologis, sosial, dan
ekonomi kawasan konservasi. Direktorat Jenderal
KSDAEkini berfokus pada penguatan kemandirian
pengelolaankawasandenganvisi mengintegrasikan
konservasi biodiversitas dengan kesejahteraan
masyarakatdi sekitar kawasanhutan.
Sebagai perwujudan atas sasaran kementerian
kehutanan, telah ditetapkan beberapa sasaran
pada unit kerja Direktorat JenderalKSDAEyaitu: 1)
Meningkatnyapengelolaankonservasisumber daya
alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta
pembinaan areal preservasi dalam mendukung
penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas
toleransi peri kehidupan manusia dan
keanekaragaman hayati, 2) Meningkatnya
pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan
melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam
dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah
penyangga, dan 3) Meningkatnyaproduk barangdan
jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan
ekosistem.

Selanjutnya, sebagai alat ukur untuk mengukur
keberhasilan kondisi yang telah ditetapkan pada
sasarankinerja program di atas, beberapa indikator
telah ditetapkan yaitu: a) Jumlah spesies yang
diasesmen secara nasional dalam mendukung
IUCN Red List, b) Penurunan status keterancaman
spesies pada IUCN Red List, c) Nilai Transaksi
Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar
KSA/KPA/TB, d) Nilai ekspor TSL dan
bioprospecting, dan e) Nilai PNBP dari
pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL
berkelanjutan.

0,81

Efisiensi

PersentaseCapaianKinerja

121,8%

PersentaseCapaianAnggaran

99,09%
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Capaian IKP Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025:
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IKP 1.1 Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red 
List mencapai 5 spesies dari target 5 species atau tercapai 100 %.

IKP 1.2 Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List mencapai 3 spesies
dari target 3 spesies atau tercapai 100 %

IKP 2.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB mencapai
348,6 miliar rupiah dari target 200 miliar rupiah atau tercapai 150 %

IKP 3.1 Nilai ekspor TSL dan bioprospecting mencapai 8,48 triliun rupiah dari target 7,75 
triliun rupiah atau mencapai 109,42 %

IKP 3.2
Nilai ekspor TSL dan bioprospecting, dan Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa
lingkungan dan TSL berkelanjutan mencapai 372 miliar rupiah dari target 235 
miliar rupiah atau mencapai 150 %



Dalam upaya konservasi, publik sangat perlu untuk
dilibatkan dalam berbagai aspek, baik dalam
praktek konservasi di lapangan maupun dalam hal-
hal yang terkait dengan pengetahuan konservasi,
kampanyedan penyadartahuan, serta pemanfaatan
SDA secara bijak dan lestari. Dalam pengelolaan
kawasan konservasi, terdapat upaya kemitraan
konservasi dan pemberdayaan masyarakat yang
melibatkan masyarakat sekitar kawasan konservasi
sebagai mitra pengelola kawasan yang
mendapatkan akses pemanfaatan potensi
kawasan. Dalam upaya pengembangan
pengetahuan konservasi, terdapat banyak mitra
pemerintah (lembaga akademik, NGO-CSO,
maupun perorangan) yang berperan aktif. Citizen
science juga berkembangdenganbaik di Indonesia,
terutama dalam upaya kampanye dan
penyadartahuan, serta pemetaan keberadaan dan
sebaran keanekaragaman hayati. Dalam hal
pemanfaatan keanekaragaman hayati, ini banyak
dilakukan oleh publik secara komersial melalui
skema perizinan.

B. Ringkasan kendala & langkah ke depan
Apa tantangan upaya konservasi yang dihadapi di
lapangan? Dalam Upaya konservasi, terdapat
banyak tantangan dan hambatan yang terjadi,
terutama di Tingkat lapangan. Hal pertama dan
menjadi isu yang sangat penting adalah tingkat
Pendidikan masyarakat Indonesia di wilayah
pelosok di mana kawasan konservasi berada.
Pemahaman dan kepedulian hanya dapat
terbangun dengan tingkat pendidikan dan
pengetahuan yang cukup. Hal kedua yang tidak
kalah pentingnya adalah masalah pemenuhan
kebutuhan ekonomi masyarakat. Upaya konservasi
hanya dapat berhasil apabila ekonomi masyarakat
di sekitar kawasan konservasi cukup baik. Jika
tidak, maka potensi yang ada di dalam kawasan
konservasi yang akan menjadi obyek ekonomi
karenaopen acces, cepat dan mudah. Hal lain yang
menjadi aspek pendukung konservasi adalah
pemerataan pengembangan wilayah, terutama
ketersediaan infrastruktur. Permasalahankonkrit di
lapangan hingga saat ini masih pada seputaran
pemanfaatan sumber daya alam secara illegal
seperti perburuan liar, illegal logging, pemanfaatan
lahan tanpa hak, dan lain-lain.
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PENDAHULUAN
Laporan kinerja disusun sebagai bentuk
pertanggungjawabanpelaksanaantugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan sesuai mandat
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan laporan berpedoman pada Peraturan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Direktorat Jenderal KSDAE
sebagai salah satu instansi pemerintah
berkewajiban untuk menyusun laporan kinerja
tahun 2025 yang merupakan ikhtisar capaian
kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah
ditetapkan. Dokumen Laporan Kinerja Direktorat
Jenderal KSDAE tahun 2025 ini menjadi bukti
akuntabilitas kinerja bidang kehutanan yang
menyajikan seluruh capaian dari sasaran strategis
sebagai rangkaian proses pemantauan dan
evaluasi yang berkesinambungan. Seluruh capaian
indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana
Kinerja 2025 telah diukur dan dievaluasi
dampaknya serta dianalisis untuk mengetahui
kendala dan langkahperbaikan lebih lanjut.

1.1 Struktur Organisasi
Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal
KSDAE mengacu pada Permenhut Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun2024 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.
Berdasarkanperaturan tersebut Direktorat Jenderal
KSDAEberada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri, yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengelolaan konservasi
sumber dayaalam dan ekosistemnya.
Organisasi Direktorat Jenderal KSDAEterdiri atas
Direktur Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal,
Direktorat Perencanaan Konservasi, Direktorat
KonservasiKawasan,Direktorat KonservasiSpesies
dan Genetik, Direktorat Pemanfaatan Jasa
Lingkungan, serta Direktorat Pemulihan Ekosistem
dan Bina Areal Preservasi. Untuk pelaksanaan
tugas dan fungsinya di lapangan, Direktorat
Jenderal KSDAE dilengkapi dengan 74 unit
pelaksana teknis, yang terdiri atas 8 Balai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA),8 Balai
Besar TamanNasional (BBTN),18 Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA),serta 40 Balai Taman
Nasional (BTN).
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Flowchart Organisasi



1.2 Tugasdan Fungsi
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024, Direktorat
Jenderal KSDAEdiberi mandat untuk menjalankan
tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat
JenderalKSDAEmenyelenggarakanfungsi:
a. Perumusankebijakandi bidang penyelenggaraan

pengelolaan taman nasional, taman wisata
alam, cagar alam, suaka margasatwadan taman
buru, konservasi keanekaragaman hayati
spesies dan genetik, pemanfaatan jasa
lingkungan, pembinaan areal preservasi, dan
pembinaan pengelolaantaman hutan raya;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pengelolaan taman nasional,
taman wisata alam, cagar alam, suaka
margasatwa dan taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik,
pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal
preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman
hutan raya;

c. Penyusunan dan penetapan standar instrumen
di bidang konservasi sumber daya alam dan
ekosistem;

d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang penyelenggaraanpengelolaan
taman nasional, taman wisata alam, cagar alam,
suaka margasatwa dan taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik,
pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal
preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman
hutan raya;

e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyelenggaraan pengelolaan taman
nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka
margasatwa dan taman buru, konservasi
keanekaragaman hayati spesies dan genetik,
pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan areal
preservasi, dan pembinaan pengelolaan taman
hutan raya;

f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi,
dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
pengelolaan taman nasional, taman wisata
alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman
buru, konservasikeanekaragamanhayati spesies
dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan,
pembinaan areal preservasi, dan pembinaan
pengelolaantaman hutan raya;

g. Pelaksanaanadministrasi direktorat jenderal;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Menteri.
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1.3 Sumber Daya Manusia
Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE
memiliki total 9.681 orang Aparatur Sipil Negara
(ASN), yang mencerminkan kekuatan besar untuk
menjalankan program konservasi sumber daya
alam dan ekosistem di Indonesia. Pegawai ini
terbagi dalam berbagaikategori usia, jenis kelamin,
dan tingkat pendidikan, sehingga memberikan
gambaran keberagamanserta potensi besar untuk
mendukung keberlanjutan pembangunan
konservasi sumber daya alam dan ekosistem di
Indonesia. Sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN)di
Direktorat JenderalKSDAEmenunjukkan komposisi
yang beragam, terdiri dari 5.364 orang Pegawai
Negeri Sipil (PNS), 1.056 orang Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), 3.072 orang Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),dan
189 orang pegawai PPPKParuh Waktu. Perpaduan
antara PNS yang berpengalaman dan PPPKyang
dinamis mencerminkan harmoni kerja sama dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawab besar di
bidang konservasi sumber daya alam dan
ekosistem. Dengan komposisi ini, Direktorat
Jenderal KSDAE memiliki fondasi kuat untuk
menghadirkan layanan yang optimal serta
mewujudkan berbagai program strategis demi
masa depan yanglebih berkelanjutan.

Seluruh pegawai tersebut tersebar di pusat dan
UPT, 401 orang (4,14%) pegawai ASN tersebut
bertugas pada 6 satuan kerja tingkat pusat, dan
9.280 orang(95,86%) bertugas pada 74 satuan kerja
tingkat UPT(data sampai dengan12 Januari2026).

Gambar 1. Grafik komposisi pegawaiDirektorat JenderalKSDAE
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Kelompok usia ini tidak hanya membawa kekuatan
fisik, tetapi juga wawasan yang matang dan
adaptabilitas terhadap perkembangan zaman.
Dengan sinergi antara pengalaman dan semangat
inovasi, mereka menjadi motor penggerak utama
dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian
Kehutananmemastikan keberlanjutan pengelolaan
kehutanan untuk generasimendatang.

Komposisi pegawai berdasarkan gender
Struktur kepegawaian saat ini didominasi oleh
pegawai laki-laki yang mencakup mayoritas besar,
yaitu sebanyak 76% dari total populasi karyawan.
Sementara itu, pegawai perempuan mengisi sisa
porsi sebesar24%.
Sebaran usia pegawai Direktorat Jenderal KSDAE
didominasi oleh kelompok usia produktif, dengan
mayoritas pegawai berada dalam rentang 30-44
tahun, mencapai 4.906 orang (50,68%). Dominasi
ini menjadi cerminan energi, vitalitas, dan
semangat yang menggerakkan roda organisasi.
Angkaini mengisyaratkandinamika yang tinggi dan
potensi kontribusi yang maksimal dari individu-
individu yangtengahberada di puncak kemampuan
profesional mereka.

Gambar 2. Diagram lingkar komposisi pegawaiberdasarkangender

Tabel1. Kelompokusia pegawai
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Sebaran jabatan di Direktorat Jenderal KSDAE
menunjukkan bahwa dari total 9681 pegawai,
mayoritas berada dalam jabatan fungsional dengan
jumlah 6.911 orang, mencerminkan fokus
Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendorong
keahlian teknis dan profesionalitas di bidangnya.
Berikut rincian komposisi berdasarkan jabatan
struktural dan fungsional:
1. Fungsional: Mendominasi dengan 6.911 orang

pegawai, menjadi tulang punggung dalam
pelaksanaan tugas-tugas teknis dan
spesialisasi.

2. Struktural TingkatI-A hinggaIV-A:
a) Tingkat I-A dan I-B diisi oleh 1 orang

pegawai, menunjukkan pengelolaan pada
tingkat awal manajemen.

b) TingkatII-A dan II-B masing-masing memiliki
6 orang dan 16 orang pegawai,
mengindikasikan pengelolaan pada level
operasional yanglebih matang.

c) Tingkat III-A dan III-B dihuni oleh 70 orang
dan 73 orang pegawai, berperan dalam
pengelolaanstrategis tingkat menengah.

d) Tingkat IV-A, dengan 293 orang pegawai,
menjadi pilar dalam pengelolaan tingkat
tinggi dan pengambilan keputusan strategis.

3. Pelaksana: Sebanyak 2.122 orang pegawai,
menjalankan fungsi administratif dan
operasional pendukung, memastikan
kelancaran proses kerja organisasi. Komposisi
ini menunjukkan keseimbanganantara keahlian
teknis, manajerial, dan operasional, yang
semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan
pelaksanaan program-program strategis di
Direktorat JenderalKSDAE.

Sebaran berdasarkan Pendidikan , profil pegawai
Direktorat Jenderal KSDAE mencerminkan
kombinasi yangsolid antara keahlian, pengalaman,
dan inovasi. Lulusan Strata 1 (S1) mendominasi
dengan jumlah 3.431 orang pegawai atau 35,47%,
menjadi tulang punggung utama dalam
pelaksanaan berbagai program strategis dan
operasional instansi. Sebanyak 4.285 orang
pegawai lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA),atau 44,3%, memberikan kontribusi besar
dalam mendukung tugas-tugas operasional di
berbagai lini, memastikan keberlanjutan kinerja
yangefisien. Di sisi lain, 900 orangpegawaidengan
gelar Strata 2 (S2), yang mewakili 9,3% dari total
pegawai, menjadi aset penting dalam pengambilan
keputusan strategis dan pengelolaan isu-isu
kebijakanyangkompleks.
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Yangtak kalah penting, sebanyak40 orangpegawai
dengan gelar Strata 3 (S3) menjadi simbol
keunggulan akademis dan keahlian spesialisasi.
Kehadiran mereka memperkuat kapasitas
Direktorat Jenderal KSDAE dalam menghadapi
tantangan konservasi sumber daya alam dan
ekosistem yang kompleks dan memerlukan
pendekatan berbasis penelitian serta inovasi.
Komposisi pendidikan ini mencerminkan kekuatan
sumber daya manusia Direktorat Jenderal KSDAE
yang siap berkontribusi secara optimal dalam
mewujudkan pembangunan konservasi sumber
dayaalam dan ekosistem yangberkelanjutan.

Gambar 4. Grafik komposisi pegawaiberdasarkansebaranpendidikan

Gambar 3.Pelantikandan pengambilansumpah/janji jabatan 6.337 
orang ASN PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja(PPPK) 
lingkup Kementerian Kehutanandi seluruh Indonesia yang hadir
secara luring dan daring
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1.4 Isu Strategis
Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan
konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran
dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal
KSDAEdiuraikan sebagaiberikut:
Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati
Indonesia merupakan salah satu negara
Megabiodiversity yang terdepan dalam hal
kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut
Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdata
sebanyak22 tipe ekosistem yangterdiri dari sekitar
74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi
antara karakteristik bentang alam dan vegetasi
alaminya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi
menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies,
hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak
31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna
yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana
dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman
hayati tersebut masih akan terus bertambah
dengan semakin intensifnya pelaksanaan
eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data Global
Biodiversity Index (GBI), Indonesia menempati
urutan kedua dalam The Most (& Least) Biodiverse
Countries, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin
(Nash,2022).

Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah
satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan
yang serius akibat faktor antropogenik
(berdasarkan data IUCN Red List, 2024). Tingginya
tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh
faktor bentuk geografis Indonesia, sehinggatingkat
endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang
kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit,
seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa,
Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies
di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman
hayati ini perlu dipelihara dan dikelola dengan baik
karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi.
Potensi keanekaragaman hayati penting untuk
kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa
Indonesia.
Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk
konservasi insitu
Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas,
belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem
jaringan kawasan konservasi yangmemadai. Masih
banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar
penting yang habitatnya berada pada kawasan
budidaya. Berdasarkananalisis data yangdilakukan
oleh Direktorat Jenderal KSDAEpada tahun 2022
hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman
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hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta
hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan
konservasi. Sebagian besar Key Biodiversity Area
dan Important Bird Area di Indonesia belum
terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal
ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor
kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah
penting dari kepentinganekologi.
Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa
juga membutuhkan sumber daya alam tersebut
sebagai sumbersumber penghidupan. Sebagai
negara agraris, rasio ketersediaan lahan
pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan
dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data
statistik pertanian FAO(2022), Agricultural Landper
Capita di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar,
masih sangat jauh di bawah rata-rata global
sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia
seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia
yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita.
Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan
sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah
dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30%
pada tahun 2030 (30 by 30), sebagaimana target
Global BiodiversityFramework2030(KM-GBF).

Namun demikian, Indonesia masih mungkin
memenuhi target tersebut dengan skema areal
preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya
skema OECM (Other Effective Area-based
Conservation Measures),yaitu wilayah yangsecara
geografis bukan merupakan kawasan konservasi
namun secara efektif dikelola dengan menerapkan
prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati
secara insitu, walaupun wilayah tersebut
merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia,
skema OECM tersebut sangat identik dengan
skema areal preservasi. Areal preservasi pada
dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas,
namun lebih ditekankan pada keterhubungan
habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.
Protected Area Management Efffectiveness
(PAMEFramework)
Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di
Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan.
Database pelaksanaan Management Effectiveness
TrackingTool (METT)di Indonesia selama 10 tahun
terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar
kawasankonservasiyang
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efektif pengelolaannya hanya sebatas pada
kawasan taman nasional dan kawasan taman
wisata alam. Nilai evaluasi METTkawasan taman
nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat
efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-
rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai
METT terutama disebabkan oleh karena faktor
fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan
taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit
kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu,
sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai
Besar/Balai KSDAyangjuga dibebani denganfungsi
konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang
mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal
tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal
pengalokasiansumber daya.
Pemanfaatan SMART, Grid Design System, dan
IPM
Sistem perlindungan kawasan konservasi,
terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan
dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan
tingkat gangguan tertentu pada kawasan
konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan
konservasi. Sistem perlindungan kawasan
konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan
percepatan degradasi keanekaragaman hayati,
sehinggamenyebabkan

kemampuan dayadukung ekologis menurun. Untuk
mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan
untuk secara optimal menggunakan perangkat
Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART)
serta Integrated Prevention Model (IPM). Untuk
pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat
Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan
rancangan Grid Design System untuk kebutuhan
patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan
evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan
kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan
grid tersebut, sehinggamemudahkan pengendalian
pengelolaankawasan. DenganGrid DesignSystem,
cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan
mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-
wilayah tertentu, serta sebagai upaya antisipasi
pelaksanaanaktivitas di tapak yangclumping.
Area terbuka pada kawasan konservasi
Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka
dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau
area terbuka yang terbentuk akibat gangguanatau
kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas
manusia (biasanyamerupakan hasil dari perusakan
atau konversi lahan yang tidak sesuai
peruntukannya)
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maupun proses alami yang tidak mendukung
kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka
memerlukan penanganan berupa pemulihan
ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan
terbangun (kemitraan konservasi/kerja
sama/perijinan berusaha/penegakanhukum). Pada
tahun 2018, Direktorat JenderalKSDAEtelah merilis
peta indikatif area terbuka di kawasan konservasi
seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil desktop
analysis. Antara tahun 2018hingga2024, Direktorat
JenderalKSDAEkemudian juga melakukan validasi
lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk
memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025,
Direktorat Jenderal KSDAEkemudian merilis peta
area terbuka seluas 1,3 juta hektar.
Efektivitas pemberdayaan Masyarakat
Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses
pemanfaatan kawasankonservasiserta pembinaan
usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk
mengurangitekanan ke dalam kawasankonservasi.
Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan
lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan
terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang
berdampingan

dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat
(edge effect). Kondisi tersebut menunjukkan
tingkat efektivitas upaya pemberdayaan
masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang
dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah
satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan
menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan
masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan
untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui
intervensi terhadap akar penyebab dari masalah
kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan
masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan
terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan
kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN
GunungLeuser.
Devisa dan PNBPdari pemanfaatan TSL
Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan
TSLbelum cukup memadai dan sebanding dengan
nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang
dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi
optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat
ini,
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Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan
upaya revisi PeraturanPemerintahNomor 36 Tahun
2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang
Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan
Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa
Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi
terhadap jenis PNBP, tarif PNBP serta harga
patokan akan dilakukan atau ditetapkan
berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi
bersama Universitas Indonesia. Selain itu,
beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi
penerimaan negara, seperti identifikasi sumber
PNBP lain dari perpanjangan perizinan berusaha,
pengenaan tarif atas penggunaan CITES stamp,
serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil
penangkaran.
Kinerja PB-PSWA
Sampai dengan September 2025, Kementerian
Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan
Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-
PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWAtelah beroperasional
dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum
beroperasional. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja
terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-
PSWAdinilai berkinerjaљ7ÖÅÖuњdan telah

ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP).
Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWAtelah
memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA
mendapatkan SPKedua, 1 PB-PSWAmendapatkan
SP Ketiga, dan 1 PBPSWA mendapatkan SP
Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun
2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan
laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP
dan sampai dengan bulan September 2025, 5
PBPSWAtelah memenuhi SPPertama, 1 PB-PSWA
dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA
telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWAtelah
memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PBPSWAyang
belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak
menyetorkan PNBP pendapatan hasil usaha
(PHUPSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-
PSWA,Direktorat JenderalKSDAEtelah melakukan
beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA
menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi
kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh
keuntungan dan membayar PHU-PSWAtidak dapat
memperoleh nilai kinerja љBaikњ; (b) Rancangan
PeraturanMenteri
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Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur
bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak
membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun
dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun,
akan dikenakan sanksiљPencabutan Izinњ; serta (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah
mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak
menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan,
Laporan Keuangandikenakan denda 10% dari Tarif
Iuran PB-PSWA.
Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan
konservasi belum optimal
Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air,
masih terdapat beberapa kelemahan dan
tantangan seperti regulasi yang belum mengatur
kembali pemanfaatan energi air pada kawasan
konservasi paska pengesahan Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA
belum dapat difasilitasi karena masih terhambat
regulasi, perjanjian jual beli hargadasar listrik yang
belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum
beroperasinya pemegang izin, serta dokumen
penetapan areal pemanfaatan air

yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan
panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan
dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya
regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan
eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan
konservasi; (b) pemberlakuan PNBP Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu
regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif atas PNBP Bidang KSDAE dan
Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNBP
Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan
Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c)
penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan
Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan
dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan
masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial
yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan
jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian
alam.
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Memperhatikan isu utama tersebut di atas,
Direktorat JenderalKSDAEperlu merumuskan arah
kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan
konservasi keanekaragaman hayati telah
ditetapkan dalam Undang-UndangNomor 5 Tahun
1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
UndangNomor 32 Tahun2024, serta pada berbagai
referensi yang berlaku global, terutama Konvensi
KeanekaragamanHayati (Undang-UndangNomor 5
Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD).
Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal
KSDAEakan didasarkan atas prinsip-prinsip dan
etika konservasi, serta tujuan utama konservasi.
Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan
lingkungan hidup berkaitan erat dengan
tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1)
Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang
menunjang sistem penyangga kehidupan bagi
kelangsungan pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin
terpeliharanya keanekaragaman spesies dan
sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe
ekosistem alami

sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu
pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang
memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat
manusia yang menggunakan sumberdaya alam
hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan
cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati
sehinggaterjamin kelestariannya.
Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat
Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan
prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan
dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur
target kinerja. Tujuan utama konservasi
keanekaragamanhayati sebagaimana diuraikan di
atas, secara keseluruhan berhubunganerat dengan
kebijakan prioritas KementerianKehutanan.
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2.1 Rencana Strategis 2025-2029
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
KementerianKehutananTahun2025-2029, Direktur
Jenderal KSDAE menetapkan keputusan Nomor
200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis
Direktorat JenderalKonservasiSumber Daya Alam
dan Ekosistem Tahun 2025-2029. Rencana
Strategis Direktorat Jenderal KSDAETahun 2025-
2029 yang merupakan dokumen perencanaan
konservasisumber dayaalam dan ekosistem untuk
periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai
dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun
2025-2029. Rencana Strategis Direktorat Jenderal
KSDAETahun 2025 2029 berfungsi sebagai acuan
dalam melaksanakan program, kegiatan, dan
anggaran pembangunan konservasi sumber daya
alam dan ekosistem tahun 2025-2029 di seluruh
satuan kerja lingkup Direktorat JenderalKonservasi
SumberDayaAlam dan Ekosistem.

Perencanaan strategis Direktorat Jenderal KSDAE
pada tahun 2025-2029mengusungtema
љMengelolaKeanekaragamanHayati: Mengurangi
AncamanKepunahandan Mengoptimalkan
Pemanfaatanuntuk ProduktivitasEkonomi dan 
KesejahteraanSosialњ. 
Tema tersebut sejalan dengan visi Presiden
Republik Indonesia, љ7ĲƖƚċůċIndonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045њЯserta visi
Kementerian Kehutanan untuk menjadikan
kawasan hutan sebagaiљEntitas TapakHutan yang
Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial
dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju
Indonesia Emas2045њ.
Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE
sejalan dengan upaya pencapaian pilar
pembangunan lingkungan, pilar sosial, serta pilar
pembangunan ekonomi. Tidak dapat disangkal
bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan
sosial akan berdampak positif terhadap kelestarian
keanekaragamanhayati.
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Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE
pada tahun 2025-2029, adalah sebagaiberikut:
1. Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber

daya alam dan ekosistem di KSA,KPA,dan TB
serta pembinaan areal preservasi dalam
mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan
pada batas toleransi peri kehidupan manusia
dan keanekaragaman hayati, dengan indikator
kinerja program: (a) jumlah spesies yang
diasesmen secara nasional dalam mendukung
IUCN Red List; dan (b) Penurunan status
keterancaman spesies pada IUCNRedList.

2. Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar
kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi
sumber daya alam dan ekosistem di KSA,KPA,
dan TB serta daerah penyangga, dengan
indikator kinerja program Nilai Transaksi
Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar
KSA/KPA/TB.

3. Meningkatnyaproduk barangdan jasa dari upaya
konservasi sumber daya alam dan ekosistem,
dengan indikator kinerja program: (a) Nilai
ekspor TSL dan bioprospecting; dan (b) Nilai
PNBPdari pemanfaatan jasa lingkungandan TSL
berkelanjutan.

Keberhasilan Direktorat Jenderal KSDAE dalam
tahun 2025-2029 diukur dengan lima indikator
kinerja program serta 16 indikator kinerja kegiatan.
Keseluruhan target kinerja tersebut, secara
berjenjang akan mendukung pencapaian empat
indikator kinerja sasaran strategis Kementerian
Kehutanan, serta Sembilan indikator kinerja RPJMN
2025-2029. Upaya pencapaian sasaran program
Direktorat JenderalKSDAEakan dilaksanakan oleh
enam satuan kerja di tingkat pusat beserta 74 unit
pelaksana teknis (UPT) di tingkat tapak. Upaya
pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal
KSDAEakan dilaksanakan melalui enam kegiatan,
yaitu:
1. Kegiatan Perencanaan Konservasi

KeanekaragamanHayati (2 IKK);
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam,

Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru (2
IKK);

3. KegiatanKonservasiSpesiesdan Genetik (4 IKK);
4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian
Alam, dan TamanBuru (4 IKK);

5. Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan
ArealPreservasi(2 IKK); serta

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada
Direktorat JenderalKSDAE(2 IKKgenerik).
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VISI
љKeseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosialњ

Fokus
Utama MISI

Ekologi 1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati.

Sosial 2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati.

Ekonomi 3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati.

Tata Kelola 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasiyang baik.

Gambar 5. Cover RencanaStrategis2025-2029
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Arah Kebijakan dan Strategi
Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun
2025-2029 dirancang secara presisi untuk
menempatkan dan mengarahkan peran strategis
sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunannasional serta tujuan pembangunan
berkelanjutan global. Target pembangunan
nasional 2025-2029 adalah sebagaimanadiuraikan
dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya.
The 17 Goals of Sustainable Development (SDGs)
dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka
utamanya, yaitu model 5P (People, Planet,
Prosperity,Peace,and Partnership) yangdigunakan
secara global, serta empat pilar yangdiadopsi oleh
Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke
dalam empat pilar untuk mempermudah
pelaksanaannyadi tingkat nasional, yaitu: (1) pilar
pembangunan sosial; (2) pilar Pembangunan
ekonomi; (3) pilar Pembangunanlingkungan; serta
(4) pilar Pembangunan hukum dan tata kelola.
Keempatpilar tersebut koheren dan seiring dengan
4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis,
dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian
Kehutanandalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAEakan berperan dalam
mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan
Pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal
KSDAEakan berperan dalam pencapaian seluruh
tujuan dan sasaran strategis Kementerian
Kehutanansecara berjenjangdan bertalian. Namun
demikian, Direktorat Jenderal KSDAEhanya akan
berperan secara langsung pada dua prioritas
nasional, walaupun secara tidak langsung akan
berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional
sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita.
Secara langsung, Direktorat Jenderal KSDAEakan
berperan dalam pencapaian empat dari delapan
indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana
tabel berikut.
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Tabel2. Indikator Kinerja 
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Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan

Untuk pemerataan pembangunan 
ekonomi wilayah dengan indikator 
keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak 
dan implementasi kelembagaan 
Kementerian Kehutanan semakin kuat 
untuk mendorong peningkatan produksi 
dan hilirisasi.

Peningkatan produksi dan 
hilirisasi hasil hutan

2025

2026

2027

2028

�×�o�Ä�ù�¶�§�ú�Ó�,�ú�§�ú���K�Ä�Ù�,�&�§�ú�§�ú���z�x�z�}-2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari 
���Ä�ï�&�������Ù�,�&�§�ú�»���½�Ä�ú�Ó�§�ú�����§�ú�·�§�ú�Ó�§�ú�����Ä�ù�Ä�ú�,�Ù�§�ú���&���ú�Ó�Ó�§�ï�����Ä�ú�·�§���§�Ý�§�ú���Ì�ù�Ý�ò�Ä���&���ú�Ä�Í���,�ú�&�,�ï�����Ä�&�Ý�§�����&�§�Ù�,�ú�ú�A�§�Ø

2029

Untuk transformasi pertumbuhan 
ekonomi dengan indikator keberhasilan 
tingkat keterancaman spesies semakin 
menurun, ketahanan pangan sudah 
memiliki bukti dalam upaya peningkatan 
kemajuan dan kemandirian desa, serta 
bioekonomi sudah mulai terlihat 
mendorong pengembangan ekonomi 
wilayah.

Bioekonomi hutan

Untuk pangan, energi dan sumber daya air 
serta hilirisasi produk hutan dalam 
mendukung pertumbuhan wilayah dengan 
indikator keberhasilan laju deforestasi 
semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola 
masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai 
digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai 
terlihat melalui cashless payment .

Aktualisasi hutan

Untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan 
kemandirian wilayah dengan indikator keberhasilan 
frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan 
hutan semakin berkurang untuk mendukung dan 
menjaga habitat spesies terancam punah, contoh 
bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil 
panen argoforestri sudah mulai terlihat mendukung 
ketahanan pangan, serta one map policy sudah mulai 
dikonsolidasikan.

Pengembangan bioprospeksi dan 
intensifikasi argoforestri

Untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi 
dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran 
hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin 
berkurang, intensifikasi argoforestri sudah mulai 
mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta 
derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan 
Kementerian Kehutanan semakin meningkat.

Ketahanan pangan dan energi dari 
pengelolaan hutan lestari
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